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ABSTRAK : 

- untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten 

Buleleng perlu didukung dengan pelayanan berusaha yang berkualitas, cepat, 

mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta 

berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 

UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 

2022; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 

2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018. 

 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di Daerah dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan 

dalam pengaturannya. Pengertian Perizinan Berusaha adalah legalitas yang 

diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha 

dan/atau kegiatannya. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, 

meliputi:  a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. persyaratan dasar 

Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan 

persyaratan investasi. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan 

berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha 

meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Berdasarkan hasil analisis Risiko, 

kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi: a. kegiatan usaha dengan tingkat 

Risiko rendah dengan persyaratan berupa NIB; b. kegiatan usaha dengan 

tingkat Risiko menengah dengan persyaratan berupa NIB dan Sertifikat 

Standar. Adapun kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah meliputi: 

menengah rendah dan menengah tinggi; dan c. kegiatan usaha dengan tingkat 

Risiko tinggi dengan persyaratan berupa NIB dan Izin. Adapun untuk 

persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi: a. kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan 

gedung dan sertifikat laik fungsi. Terkait Perizinan Berusaha Sektor Dan 

Kemudahan Persyaratan Investasi dilaksanakan dengan berpedoman pada 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan pelayanan Perizinan 

Berusaha, dilaksanakan menggunakan Sistem OSS dan berdasarkan pada 

ketentuan Peraturan Perundang - undangan. Adapun Pengawasan Perizinan 



Berusaha Berbasis Risiko dikoordinasikan oleh DPMPTSP sesuai dengan 

kewenangannya, yang meliputi: Pengawasan rutin dan Pengawasan 

insidentil.  

 

CATATAN : 

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Mei 2023. 

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Perizinan Berusaha yang telah 

terbit namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, 

Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Daerah ini. 

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku tim teknis dan tim Pengawasan 

Perizinan Berusaha yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, 

tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya. 

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, 

a. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Reklame (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 252); 

b. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Reklame (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 50); 

dan 

c. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Reklame (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 60); 

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Peraturan Daerah ini. 

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2); dan 

b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3),  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Penjelasan: 6 hlm. 

 


